
𝐁𝐓𝐊𝐋𝐏𝐏 𝐊𝐄𝐋𝐀𝐒 𝐈 𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
(SOP)  PENDUKUNG BISNIS UTAMA 
BAGIAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDRAL
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT



No. Nama SOP Halaman

1 Penetapan Target Indikator Kinerja 1

2 Penilaian SKP 3

3 Usulan SKP 5

4 Pengupdatetan Laporan Absensi Pegawai 7

5 Ijin Meninggalkan Kantor Pada Saat Jam Kerja 9

6 Pengusulan Kartu NPWP 11

7 Pembinaan Admininstrasi dan Kepegawaian 13

8 Pengusulan DIKLAT PIM 15

9 Pemberian Izin Kawin atau Cerai Pegawai 17

10 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 19

11 Pengangkatan Pertama Dalam JABFUNG 21

12 Penatalaksanaan Naskah Pegawai 23

13 Proses Penyelesaian Perencanaan Formasi CPNS 25

14 Pengusulan Ujian Dinas 27

15 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 29

16 Proses Penyelesaian Pemeriksaan Kesehatan CPNS (Gol II dan III) 31

17 Pengusulan Kartu Pegawai (Karpeg) 33

18 Proses Penyelesaian Pemutakhiran Data Pegawai 35

19 Revisi Perjanjian Kinerja 37

20 Revisi Target Indikator Kinerja 39

21 Pengusulan KP4 41

22 Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan 43

23 Update Laporan SIMKA 45

24 Penyusunan Perjanjian Kinerja 47

25 Pemberian Penghargaan Pegawai 49

26 Pemberian Punishment Pegawai 51

27 Mutasi Pegawai 53

28 Analisis Beban Kerja 55

29 Training Need Analysis 57

DAFTAR ISI



1 
 

 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/002 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penetapan Target Indikator Kinerja 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Rencana Pembangunan 

Nasional 
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan Informasi Publik 
4. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP 
6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 
7. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
8. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 

Pemerintah 
9. RAP ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 
10. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan laporan 
kinerja 

2. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan dan program P2P 
3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Dapat mengolah dan menganalisis data 
5. Menguasi komputer 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penyusunan RAK 
2. SOP Penyusunan PK 
3. SOP Penyelenggaraan Rapat 
4. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan dan pedoman yang terkait laporan kinerja 
2. Komputer yang dilengkapi program kerja 
3. Alat tulis 
4. RAK,RKA-KL BTKLPP Kelas I Makassar 

 
 
 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/003 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penilaian SKP 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara 
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil 
5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
6. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 

Pemerintah 
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kesehatan RI 

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, Cekatan, Teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Usulan SKP 
2. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan dan pedoman yang terkait laporan kinerja 
2. Komputer yang dilengkapi program kerja 
3. Alat tulis 
4. RAK,RKA-KL BTKLPP Kelas I Makassar 

 
 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Bila SOP ini tidak disusun, maka Penilaian SKP tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

berdasarkan peraturan 
2. Akan menghambat pegawai yang naik pangkat 

 

Semua dokumen harus didokumentasi dengan baik (dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy) 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/004 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Usulan SKP 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara 
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil 
5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
6. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 

Pemerintah 
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kesehatan RI 

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, Cekatan, Teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penilaian SKP 
2. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Alat tulis 
3. Komputer dengan program software SKP 
4. Drart usulan SKP dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan 
5. Jaringan Internet 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/008 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Update Laporan Absensi Pegawai 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 

1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil 
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri 

Sipil 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan Menteri PAN RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
8. Permenkes RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian 

Kesehatan RI 
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Kementerian kesehatan RI 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian 
5. Memahami software SIMKA 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Tatalaksana Surat Keluar 
2. SOP Pengagendaan Surat 
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP update laporan absensi pegawai ini terlambat dilaporkan, maka akan 
menghambat ketepatan waktu penyampaian laporan elektronik kehadiran pegawai, proses 
pengusulan uang makan, dan proses pengusulan tukin PNS 

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, download dan rekap 
absensi pegawai BTKLPP Kelas I Makassar dilakukan setiap tanggal bulan 
berikutnya dan pelaporan kehadiran elektronik pegawai melalui SIMKA 
disampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/010 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Ijin Meninggalkan Kantor Pada Saat Jam Kerja 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
3. UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 
5. Peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian 

Kesehatan RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kepegawaian 
3. Memahami tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP Penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar terkait dengan kepegawaian 
2. Alat tulis kantor, buku agenda 
3. Form izin meninggalkankantor pada saat jam dinas 
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan akumulasi selama sebulan sampai 
dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam akan diberlakukan sanksi berupa teguran lisan maupun 
administratif serta akan dipotong cuti tahunan yang bersangkutan 

Seluruh pegawai wajib mengisi form izin meninggalkan kantor pada saat jam 
kerja dan telah mendapat izin atasannya, mencantumkan jam izin keluar dari 
kantor dan jam kembali masuk ke kantor 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/016 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Pengusulan Kartu NPWP 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
3. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
4. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

Kemenkes RI 
6. Kepmenkes RI Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan 

Kemenkes RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian 
3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan maupun kejadian lainnya 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja 
2. ATK 
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila tidak membuat surat usul kartu NPWP maka pegawai yang bersangkutan tidak 
akan mendapatkan/memiliki kartu NPWP 

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam 
map masing-masing pegawai 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRAS UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/017 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pembinaan Admininstrasidan Kepegawaian 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 
2. UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri 

sipil 
4. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan 

penyusunan SOP-AP di lingkungan kementerian kesehatan 
6. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
7. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 

1. Memahami proses penyelesaian pembinaan administrasi dan kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP pengagendaan surat 
2. SOP tata laksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP proses pembinaan administrasi dan kepegawaian terlambat, maka 
penyusunan dokumen peraturan administrasi dan kepegawaian akan terhambat 

Semua dokumen terdokumentasi dengan baik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/019 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Pengusulan DIKLAT PIM 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI Nomor 43 TAHUN 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
3. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
4. Peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
5. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah 

di lingkungan Kementerian Kesehatan RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian 
3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP Pengagendaan surat 
3. SOP tatalaksana Arsip 

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja 
2. ATK 
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila tidak membuat surat usul diklat PIM maka pejabat yang bersangkutan tidak akan 
mengikuti diklat PIM 

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam 
map masing-masing pegawai 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/022 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pemberian Izin Kawin atau Cerai Pegawai 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
2. Peraturan pemerintah RI nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 
pegawai negeri sipil 

3. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 
4. Surat edaran kepala BAKN nomor 48/SE/90 tentang ijin perkawinan dan perceraian 

PNS 
5. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 

1. Memahami proses pemberian izin kawin atau cerai 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP tatalaksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP proses pemberian izin kawin atau cerai terlambat, akan penerbitan surat 
persetujuan akan terhambat 

Agar semua surat keluar terdokumentasi dengan baik. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/023 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 

1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil 
4. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2348 tahun 2011 tentang perubahan atas 

Permenkes nomor 356 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan 
pelabuhan 

6. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 
kesehatan RI 

1. Memahami proses pengangkatan CPNS menjadi PNS 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin cekatan dan teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP tatalaksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP proses pengangkatan CPNS menjadi PNS terhambat, maka penerbitan SK 
PNS akan terhambat 

Semua surat keluar terdokumentasi dengan baik. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/025 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pengangkatan Pertama Dalam JABFUNG 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP nomor 16 tahun 1994 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional pegawai 

negeri sipil 
4. PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana 

telah diubah dengan PP nomor 12 tahun 2002 
5. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 

1. Memahami proses pengangkatan pertama dalam jabfung 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP tatalaksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
pengangkatan jabfung 

2. ATK dan filling cabinet/folder 
Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/026 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penatalaksanaan Naskah Pegawai 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
3. UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 
4. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
5. Peraturan menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
6. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan 

Kemenkes RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian 
3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja 
2. ATK 
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila Tidak Menyusun Tata Naskah Kepegawaian Maka Dokumen Kepegawaian Tidak 
Tersusun Dan Tersimpan Dengan Baik Serta Tidak Lengkap 

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam 
map masing-masing pegawai 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/027 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Proses Penyelesaian Perencanaan Formasi CPNS 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara 
3. PP RI nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil sebagaimana telah 

diubah dengan PP nomor 54 tahun 2003 
4. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
5. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Permenkes RI Nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian 

Kesehatan RI 

1. Memahami proses perencanaan formasi CPNS 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih 
5. Telah mendapatkan informasi tentang formasi SDM 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP pengagendaan surat 
2. SOP tatalaksana surat keluar 
3. SOP pengangkatan CPNS menjadi PNS 
4. SOP tatalaksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Buku agenda dan alat tulis kantor 
3. Filling cabinet/file ordner 
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi microsoft office dan sofware 

SIMKA/e-formasi 
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP proses penyelesaian perencaan formasi CPNS terlambat, maka penerbitan 
dokumen akan terhambat dan formasi CPNS tidak dpat diproses 

Setiap surat yang keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan/atau dengan 
program komputerisasi 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/029 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Pengusulan Ujian Dinas 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
3. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
4. Peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
5. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah 

dilingkungan kementerian kesehatan RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian 
3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja 
2. ATK 
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila tidak mengajukan surat usul ujian dinas maka pegawai yang bersangkutan tidak 
dapat mengikuti ujian dinas 

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam 
map masing-masing pegawai 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/032 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil 
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 
5. Peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang menajemen pegawai negeri sipil 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 
9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan 

kementerian kesehatan RI 

1. Mampu menggunakan komputer 
2. Rajin, cekatan dan teliti 
3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian 
4. Memahami software GPP 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait kepegawaian 
2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan 

aplikasi GPP 
4. Alat komunikasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pengusulan KGB ini tidak dibuat, maka akan menghambat, proses kenaikan 
gaji PNS di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar 

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai 
mempunyai hak yang memperoleh KGB sesuai ketentuan yang berlaku 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/038 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PROSES PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 
CPNS (GOL II DAN III) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP RI nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil sebagaimana telah 

diubah dengan PP nomor 54 tahun 2003 
4. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
5. Permen PAN RI tahun 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 

1. Memahami proses penyelesaian pemeriksaan kesehatan CPNS 
2. Rajin, cekatan dan teliti 
3. Telah mendapat informasi tentang SDM CPNS (Gol II dan III 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pengagendaan Surat 
2. SOP tatalaksana surat keluar 
3. SOP tatalaksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait CPNS – 
PNS 

2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Buku agenda dan alat tulis kantor 
4. Filling cabinet/file odner 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP proses penyelesaian pemeriksaan kesehatan CPNS (Gol II dan III) terhambat, 
maka penerbitan SK akan terhambat 

Setiap surat yang keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan / atau dengan 
program komputerisasi 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/040 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :PENGUSULAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian pegawai negeri sipil 
4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS 
5. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 
7. Permen PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP – AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
9. Kepmenkes RI nomor 17 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan Kemenkes 

RI 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin cekatan dan teliti 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian 
5. Memahami software SIMKA 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana suar keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet / folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pengusulan kartu pegawai (Karpeg) ini tidak dijalankan, maka pegawai yang 
bersangkutan tidak memiliki/mempunyai kartu pegawai dan dapat menghambat proses naik 
pangkat pegawai yang bersangkutan 

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap PNS wajib 
mempunyai kartu pegawai (Karpeg) 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/049 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PROSES PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA 
PEGAWAI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
3. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
4. Peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
5. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dinas dilingkungan 

kemenkes 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 

1. Memahami proses penyelesaian pemutakhiran data 
2. Rajin, cekatan dan teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP pengagendaan surat 
2. SOP tatalaksana surat keluar 
3. SOP tatalaksana arsip 

1. Komputer 
2. Software SIMKA ropeg 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP proses penyelesaian pemutakhiran data terlambat, maka dokumen yang 
dihasilkan tidak akan sempurna 

Setiap surat keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan/atau dengan program 
komputerisasi 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/050 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : REVISI PERJANJIAN KERJA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UUD RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional 
3. PP RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan 
4. PP RI nomor 38 tajim 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan pemerintah, 

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
5. Kepmenkes RI nomor 375 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang 

bidang kesehatan tahun 2005-2025 
6. Permenpan dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan 

perjanjian instansi kinerja 
7. Pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah 
8. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
9. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
10. DIPA RKAKL BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan kementerian kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 
3. SOP penyusunan laporan kinerja 
4. SOP monitoring capaian indikator kinerja 
5. SOP penyusunan perjanjian kerja 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Alat tulis kantor 
3. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Perjanjian kinerja awal 
5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP revisi perjanjian kinerja tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan untuk 
mendukung pencapaian indikator kinerja tidak dapat berjalan dengan baik dan akan 
berimbas pada penilaian kinerja 

Rumusan rencana progran dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu 
tahun anggaran dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/052 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :REVISITARGET INDIKATOR KINERJA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional 
3. PP RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan 
4. PP RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
5. Kepmenkes RI nomor 375 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang 

bidang kesehatan tahun 2005-2025 
6. Per MENPAN RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknisperjanjiankinerja, 

Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah 
7. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentan pedoman penyusunan SOP-AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
9. DIPA RKAKL BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kemenkes terkait 

program/kegiatan P2P 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 
3. SOP monitoring capaian indikator kinerja 
4. SOP revisi perjanjian kinerja 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Alat tulis kantor 
3. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Perjanjian kinerja awal 
5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP revisi target indikator kinerja tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan 
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tidak dapat berjalan dengan baik dan akan 
berimbas pada perjanjian kerja 

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu 
tahun anggaran dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/054 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 
 

NAMA SOP :PENGUSULAN KP4 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian pegawai negeri sipil 
4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 
5. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan Kemenkes 

RI 

1. Memahami sofware SIMKA 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP Pengagendaan surat 
1. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pengusulan KP4 ini tidak dibuat, maka tunjangan pegawai dan keluarganya 
tidak masuk dalam penggajian pegawai yang bersangkutan 

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai yang 
telah berkeluarga berhak memperoleh KP4 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/055 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :PENGUSULAN KARTU ASURANSI KESEHATAN 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian PNS 
4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS 
5. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes RI 
9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan Kemenkes 

RI 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin cekatan dan teliti 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pengusulan kartu ASKES tidak dibuat, maka pegawai yang bersangkutan tidak 
akan memiliki/mempunyai kartu asuransi kesehatan sebagai jaminan asuransi kesehatan 
bagi pegawai yang bersangkutan 

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai berhak 
memiliki kartu ASKES 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/056 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :UPDATE LAPORAN SIMKA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian 
2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian pegawai negeri sipil 
4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS 
5. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes RI 
9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas di lingkungan 

Kemenkes RI 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian 
5. Memahami software SIMKA 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP pengagendaan surat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
kepegawaian 

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA 
4. Alat dokumentasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP update SIMKA ini tidak dijalankan, amak data SIMKA tidak ada/sulit ditemukan, 
maka proses kepegawaian pada BTKLPP Kelas I Makassar tidak terkelola dengan baik, 
seperti halnya yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, pensiun, diklat PIM, 
penghargaan, cuti, tubel, dll 

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai harus 
mempunyai data SIMKA yang selalu diupdate sebagai data kepegawaian di 
subbag tata usaha dan selalu link dengan ropeg Kemenkes 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/059 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
3. Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah 
4. Per MENPAN RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknisperjanjiankinerja, 

pelaporan kinerja dan tata carareviu atas laporan kinerja instansi pemerintah 
5. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
6. Rencana aksi BTKLPP Kelas I Makassar 
7. DIPA RKA-KL BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan kementerian kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 
3. SOP penyusunan laporan kinerja 
4. SOP monitoring capaian indikator kinerja 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Alat tulis kantor 
3. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Format perjanjian kinerja 
5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP penyusunan perjanjian kinerja tidak dilaksanakan, maka perjanjian kinerja 

satker tidak dapat ditetapkan oleh Dirjen P2P 
2. Keterlambatan pengiriman perjanjian kinerja satker dikenakan sanksi 

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu 
tahun anggaran 

 
  
 



48 
 

 



49 
 

 
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

 
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

 
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 
 

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM 
 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/082 
Tgl. Pembuatan : Januari 2021 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh      : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 

NIP 197001121994031004 
 

NAMA SOP : PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI 
 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik PNS 
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Kepegawaian di Kementerian 
Negara/Lembaga 

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi 
tentang peraturan perundang-undangan terkait Kepegawaian di 
Kementerian Negara/Lembaga. 

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penyelesaian Cuti 
2. SOP Penyelesaian Konsep SK Penjatuhan Hukuman Disiplin 

1. Komputer/printer 
2. Alat Tulis Kantor 

 
 
 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, konsep SK Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi 
PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan tidak dapat terselesaikan dengan baik  

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/083 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh      : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PEMBERIAN PUNISHMENT PEGAWAI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik PNS 
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Kepegawaian di Kementerian 
Negara/Lembaga 

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi tentang 
peraturan perundang-undangan terkait Kepegawaian di Kementerian 
Negara/Lembaga. 

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
SOP Pemberian Reward Pegawai 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 

2. Bahan masukan dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP Pemberian Penghargaan ini tidak terlaksana maka pemberian punishment 
tidak akan tepat. 

Laporan dicatat pada buku laporan patroli 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/085 
Tgl. Pembuatan   : 11 Januari 2021 
Tgl. Revisi : 08 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 08 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Mutasi Pegawai 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No 11  Tahun 2017 
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 5 Tahun 2019 

1. Pimpinan  
2. Ka.Subbag ADUM 

3. Sub Koordinator 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
 1. Data Kepegawaian 

2. ATK, Komputer, dan Program Pendukung Lainnya 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan pelaksanaan  kegiatan tidak 

berjalan dengan baik  
Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/086 
Tgl. Pembuatan   : 11 Januari 2021 
Tgl. Revisi : 08 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 08 Februari 2021 
Disahkan oleh : 
 

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Analisis Beban Kerja 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No 11  Tahun 2017 
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 5 Tahun 2019 

1. Pimpinan  
2. Ka.Subbag ADUM 

3. Sub Koordinator 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
 1. ABK  per substansi/seksi 

2. ATK, Komputer, dan Program Pendukung Lainnya 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan pelaksanaan  kegiatan tidak 

berjalan dengan baik  
Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/087 
Tgl. Pembuatan   : 11 Januari 2021 
Tgl. Revisi : 08 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 08 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Training Need Analysis 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No 11  Tahun 2017 Unit Pelaksana 

Lingkungan dan Pengendalian  Penyakit. 
1. Pimpinan  
2. Ka.Subbag ADUM 

3. Sub Koordinator 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
 1. Data pelatihan  

2. ATK, Komputer dan program pendukung lainnya 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan pelaksanaan  kegiatan tidak berjalan 
dengan baik  

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual 
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